
 

BUPATI TANAH BUMBU 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU 
NOMOR 42 TAHUN  2014 

 

TENTANG 

 
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2013 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI TANAH BUMBU, 

 

 
Menimbang  : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan 

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2013; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme  (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi 

Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4265); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 
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5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004  

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4844); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4712); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), 

Sebagaiamana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 32 Tahun 205 tentang Pengelolaan Keuangan 

Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Indonesia 

Nomor 5340); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 

Perubahan Peraturan Pemeritah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5155); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4593); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4738); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 
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22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5219); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

24. Peraturan  Menteri Dalam Negeri  Nomor  13  tahun  2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah dirubah beberapa kali terakhir dengan  Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang 

Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Penyusunan Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 508), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 146); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 

2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran 

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 

20); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 

2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2009 
Nomor 14); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10 Tahun 

2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2013 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2012 Nomor 10) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013 
Nomor 5); 
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31. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 

2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014 

Nomor 5); 

 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU 

dan 

BUPATI TANAH BUMBU 

 

 

MEMUTUSKAN : 
 

 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 

2013.  

 
 

Pasal 1 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2013 terdiri atas : 

a. Pendapatan 

1. Pendapatan Asli Daerah Rp.     84.464.231.170,93 

2. Dana Perimbangan Rp.   718.759.640.999,00 

3. Dana Pemerintah Pusat Lainnya Rp.     42.207.539.000,00 

4. Transfer Provinsi Rp.     93.837.938.744,00 

5. Lain-lain pendapatan daerah yang  

sah Rp.     38.355.393.656,50 

Jumlah Pendapatan Rp.1.077.624.743.570,43 

b. Belanja 

1. Belanja Tidak Langsung 

a) Belanja Pegawai Rp.   320.793.939.097,00 

b) Belanja Hibah Rp.     70.633.686.144,00 

c) Belanja Bantuan Sosial Rp.       2.234.621.900,00 

d) Belanja Bantuan Keuangan Rp.     44.953.353.104,00 

e) Belanja Tidak Terduga Rp.       1.099.955.740,00 

Jumlah Belanja Tidak 

 Langsung Rp.   439.715.555.985,00 
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2. Belanja Langsung 

a) Belanja Pegawai Rp.   104.475.291.591,00 

b) Belanja Barang dan Jasa Rp.   221.927.335.602,30 

c) Belanja Modal Rp.   477.635.137.003,83 

Jumlah Belanja Langsung Rp.   804.037.764.197,13 

Total Belanja Rp.1.243.753.320.182,13 

Surplus/(Defisit) Rp.(166.128.576.611.,70) 

 

c. Pembiayaan 

1. Penerimaan Rp.  177.328.576.611,70 

2. Pengeluaran Rp.    11.200.000.000,00 

Jumlah Pembiayaan Netto  Rp.  166.128.576.611,70  

 

Pasal 2 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 

 

Pasal 3 

 
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 dirinci lebih lanjut kedalam penjabaran laporan realisasi 

anggaran. 

Pasal 4 

 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Tanah Bumbu.     

   

          
ditetapkan   di   Batulicin   

pada tanggal                        

        BUPATI TANAH BUMBU, 

 

 

               MARDANI H. MAMING 

 

diundangkan di Batulicin  

pada tanggal                                      

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU, 
 

 

 
 

 SAID AKHMAD 

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU  

TAHUN 2014  NOMOR                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


